BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR [0 TAHUN 2613
TENTAING

MEBAHAN KEDUA ATAS PERATURAIN BUPATI TOBA SAMOSIR

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA

OR 2 TAFUN 2011 TENTANG PERJALAINAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
}AF NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TET AP DI LINGK UNGAIN

BUPATI TOBA SAMOSIR,
: Memmbdng : a bahwa dalam: rangka meningkatkan ireusparans dan akuntabilitas befanja

perjalanan dinas sebagarma ma dimaloudkan dalem Pecaturan Momren
Dalam Negenn Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun 2613 ientang
Pernbahan Afas Peraturun Menteri Dalam Negeri Rep wvbk Indon esia

Nomor 37 Tahun 2012 icniang Pedoman

Penyusunan

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dipandang periu
melak ukan perubahan ats Pematuran Bupati Nomor 2 tahun
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawa: Negeri Sipil dan Pegawa
Tidak Tetap di Lingk v ngan Pemerintah Kabuopaten Toba Samosir;

b. bahwa dalam rangka peayesuaian tanf uang hansn dan baya pm,;hm
dipandang per’u melak ukan perubahan atas Peruura n Bupati Nomor
tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, |
Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

2011 tentang

Pegawai \e

c. bahwa berdasarkan pertimbanfzan schbagaimana dimakswi dalam huruf a
dap hurof b di atas, perlu ditetapkar dengan Peraturan Bopati ientang
Perubahan Kedua atas Peratwamn Bupati: Nomer 2 Tahun 2011 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Ncgora, Pega wai Negeri Sipil dan Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pe: erintah Kabupatcn Toba Samosir;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 waiang Poko ix-Pokok Kizpegawaian

ol {Lembaran Negara Republil: Indonesia Tdhun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Repubiix Indonesia Nomwor 3041) sebagaimana dinbah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (L m’bar.m Negar:
Republik Indoncsia Tahun 1999 Noor 162, Tambahar

Republik Indonesia Nomor 3890):

2N b&run \603( a

Undang-Undang Nomor 12 Tahu: 1998 tenitang Pembentkan Ka_ bupaten
2. Daerab Tingkat 0 Toba Samwosir dan Kabupaten Daerah T

Manaailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 1998,

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794):

‘Undzng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Puonvelenggarann Neeara

Led

yang Bersih dan Bebas dari Klorupsi don Nepoiisme (Lemibaran ’-\en ha!

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nowor 3851);
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Undang- Undang Nomer 17 Talun 2003 tenang Keuangan ieegara
(Lembaran Negara Pe publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2034 teniang Perbendah araan Negara
(Lembaran Wegara Re miblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Ta mbahan
Lembaran Nega ra Republik indonesia Nomor 4286,

Undans > Undang Nomor 15 Tabun 2004 entang Pemenksaan Pengelolaan
dan Tanbgung)amb Keuanoan Negara (Lembaran Neguw Republik
Indonesia Tahun 2(X)4 Nomor 66, Tembahan [embaran Negara Reprablik
Indonesia Nomor 4400);

Unéang-Undang Nomor 32 Talun 2004 teniang Pemerinishan Daeran
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesiz Nomor $437) scbagaimana telah
diubah beberapa kali, teraichir dengan {ndang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 teutarg Perubnhan kedua atas Unda ngUndapg MNomor 32 Tahun
2004 tentang Pemeriniahan Daerah { {_embaran Negara Republik Indonesia
Tahum 2008 Nomer 59, Tambndan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4344 J;

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Pernibangan Kewanyun
antara Pemerintah Pusat dan Pemerindzhan Dactah ( ambamn Negara
Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembai-an Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahon 2004 tenmtang  Kedudukan
Protokoler dan Keuwangan Pimo ten dan Anggo@ DPRD {(Lembaman
Negara Republik Indonesra Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomor 4416) sebagaimana telash diubah
dengan Peraturan Pererint sh Nomor 37 Tabun 2005 tentang Perubahan
atas Peratwran Pemerintah Nomor 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan den Anggota DPRD (] .embaran
Negara Republik Indore"ia Tahun 2003 Nomor 94 Tambaban Lem baran
Negara Repu blik Indon esa Nomor 45403

Peraturan Pemerintah Z\fomer 55 Tahun 2005 tentang Dape Perimbangan
{Lembaran Negara Remablik Indnesia Tahun J&ﬁ* Nomor- 137, Tambda i
{embaran Negara Republik indonesia Nomor 45375):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahon 2005 teat ang Pengelolaan Kevanga
Dacrah (Loulbalau Neg gara I{EDubHA\ indonesia Tahluin 2005 Nomor
Tambahan Lembarian Negare Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tehun 2007 tentang Taporan
Penvelenggaraan Pemeriniah Daerah Kepada Pemecritah, Laporan
Keterane an  Pertanggungiawvaban  Nepalk  Dacmab Kepada  Dewan
Perwa kilan Rakyat Daash dan Informas Laporan Penyvelenggaraun
Pemerintahian Daerah Kepads Masyarakar (Lembs an Negara Republik
Indonesia Tabean 2007 Nomor 19, Tambalan Lombaran Nygwara Repabih
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Menteri Dakan Negeri Nomor 13 Talun 2006 tentang Pe. {C"’Ii‘i
Pengelolaan Keuangan Daeral: sebaga imana teiah beberapa kali diu
terakhir dengan Peraturan Menterd Delam Negeri Noma 21 Tahun 2
ientang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dakam Negen Womor |
Tahun 2000 tentang Pedoman Peng eloiaan Keuang an Daerah:

Perrawan Menteri Kewwgmn Nomor 45/PMEK 05/2007 tentane Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Neger: By i Pejabat Negara. ,egq ’2:: Negeri. dzm
Pogawat Tidak Tetap sebwgaimana telah bebomapa koll diubeh mmkhir
dengan Peraturan Menteri 1& cuangan Nomoeor 07/PIMEK, “5 '74 GO8  tentang
Perubahan Kedua ats  Perarrran Menteri  Keuangan Nomor
45PIMKEY20 07 tmiang  Peralanan Dinas Jabaman Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negen, dun Pegawrt Tidak Tetap:
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. Braturs o Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Trhun 20.7tentang Pedoman
Penyusunan Anggarin rcﬂdapataﬁ dan Belarga Daerah Tahum An ggavan
2013 sepagaimana telah dinbah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2013 temany Perutahan Atas Peratuan Menteri Dalan
Negeri Republik Indonesia Womor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapt an dan Belanja Daerad Tahun Anggamn
2013;

16. Peraturan Daersh Kabupaten Toba Sa mosir Nomeor
Pokok-Pokok Pengeloiaan Kevnane an Daerahy;

17. Peraturan Daerah Kabupater: Toba Sz osir Nomor 22 Tahwm 20
Pengelolaan Rarang Milik Duerai;

M EMUTUSKAIN

Menetapken : PERATURAN BUPATI TOBA SAMGSIR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERAfURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NQOMOR
2 TAHUN 2611 TENTANG PERJALAINANN DENAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWATL TIDAK TETAP
DI LINGKX INGAN PEMERINTA H K ABUPATEN TOBA SAMOSIR.

Pagai |
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupah Toba Samosyr Nemor 2 Tabun 201! tentang
Pex}almm Dinas B&gi Pﬂ_]dbdt Ndbal‘u. P& awal ‘“‘(6{_,61’} ..nyu an Pc‘ '..lw‘u Tidak Adlay di
Lingkungan Pemerintah Kabupaen Toba Samosir sebagaimana telah dinbah dengan Perawran
Bupati Tode Samosir Nomor 46 Tahun 2011 teatarg Pervhakhan Pertama Atss Pemtutas Bz-"w
Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjaianan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Ne
Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerifah Kabspaten Toba So mosr. d ;3*5 b

sebagai berikut:

1. Letentuan Pasal 1 angka 8 diubab, sehingga Pasal | berbunyi seioagai berik ut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksad dengan :

1. Daerah adalah Kabuvpaten Tobe Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupaii dan Perangkai Dacran schagai unsur penyvelenggari
Pemerintatran Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bunati Toba Samosir.

4. Pejabat Negara adalak pimpinan dan aaggota lembaga tectinggi/ togemi negara.
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Desar §945 dan Pejbat Negera lainye
vang ditenfukan oleh U ndang-U ndang.

5. Pegawai Negeri S'pil yang schnjutnya disngka PNS adakh Rgmwal Negeri Sipi di
lingkungan Pemerintah K abupaten T'oba Samosir.

6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat uniuk janpka waldu ®rienfu puna
mejaksanakan tugas pemerintaban dan pembangunan vang besitat ks proficsi onal dan
administrassi sesuai den gan k ebutuhan dan kemampuan organisasi dafam kera ncka sistem
kepogawaian, yang tidak beck edudukan sebagal Pegawai Negeti

7. Pejabat yang berwepang adalah Pengpunz Angoaran/ Kuass Pencruna Angparan atau
Pejabat yang diberd wewenan g oleh Pengpma Arggaren / Kuasa Ponggura Anggasan di

Lingkungan Pererintaban Kabupaten Tcba Samosir.
8. Penalanan Diras adalah Pegalanan kelv ar tempat kedudu { 3 !
melaksanakan tugas, dan kembali ke lempai kea udm\d muds di dalam nege i.
9. Lumpsum adaiah vang yang dibavarkan sek alipus uty Tua hiava,
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, seria diantarz ayat (2) dan ayar (3) disisipkan { {satu) a3

-4 -

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas atau yang skmjutnya disebut dengan SPPD ada bh sirat
perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegavvai Tidak Tetap nntuk
melaksanakan perjalanan dinas.

11. Surat Perintah Tugas atau yang selmjtnya disebut dengan SPT adaiah Surat Perintah
Tugas vang diterbitkan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Satuan

Syt

‘bara yakni avat (2a), schingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasai 4

(1) Biaya Perialanan Dinas terdini dari :

4. uang harian yang meliputi uang malcan, uang saku dan tramsport fokal:
b. bfajm'transpcrt pegawzi;

c. biaya penginapan;

d. uang reprensentafif]

e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf a dan huril d diday/arkan sccara i
vang meruneken batas tethie ¢ dan biaya yang disebut pada burof b < dan h
dibayarkan sesual dengan biava riil.

(2a)Dalam - hal pclaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasifitas hotel atau tempat

ar TR

penginapan hinnya, kepada yang bersamghkut an diborikan biaya pengnapan sebesar 30%

{tiga puluh persen) dani tanf biaya pengimapan di lempat fuuan sesuzi dengan tingkaoen
pelaksana perjalanan dizas dan dibayarkan secara lumpsuni.

(3) Pejabat Negara/Piegawal Negeri Sipil/Pegawai Tidak Telap yang melaksanakan per)ajanan
dinas dan mendapat fasilitas berupa vang nmekan dan/atan: vang saku danfata u transport lokal
dan/aiau biaya penginapan vang dis edmkan oieh penyeleny _gara alau pihak lain maka blava
yang dibayarkan adalah sebesar akuroulasi komponen fa silfas vang tidak diterima vang
bersangkutan.

{4) Uang rep-enseatatif sebagaimana diumaksud pack avat (1) huruf d dapat dberikain kepada
Pepbat Negara dan Pejabat Esclon II.

(5} Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf e dapat diberikan

kepada Pejabat Negara,

‘T“i

3. Kelertuan Pasal 6 hurui’ d diubah, sehi ngga Pasal 6 berbunyi s ebagai berikut :

Pasai 6
Biaya pelga}anaﬂ dinas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 avat ‘1 diberkan herdasark an
tingaat perjalacan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pa.m 5 ayat (1). dengan peny aiisun

sebagai berikut :

a vang harian dan biaya gregginapan luar Provins! Sumstera Utars sehacaimana taromn
pada Lampirar I, vang harian dan Tolaya penginapan Antar X abuperaKoa dalam Provirsi
Sumatera Uara, Antar Kecamoten dalam Kobu paten Tole Samosir den Dalam Keeamaran
Kabupaten Toba Samosir sebagaimana texcantum pada Lampican 11:

fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Larapiran 111

fasilitas dan kelas penginapan., sebageimana tercantuwm pada Lamgiug IV,

uang represeite tif, sebagaimciaa tercantum pada Lampiran V.

e
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Pasal If

Peraturan Bupati ini miulai berlaku pada tanggal dundang kan

Agar setiap orang mengetshuiny 2, memerintahkan pen gurdmean Peramran Bupati

Saniosir it dengan pencmpatennya dalam Benta Daerah Kabupaten Toda Samosir.

Ditetapkar di Balige
pada tariggal | 2013

BUPATI TOBA SAMUGSIR,

Capldiv

v o

Toba

PANDAPOTAN KASMIN SIMATNJUNTAK

Diundangkan ¢i Balige
Pada tanggal | ﬂ(rmf 2013

SEKRETARIS DAER}&%(ABU PATEN TOBA SAMOSIR

LIBERTY MANURUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SATMOSIR
TAHUN 20113 KCMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TOBA SAIMOSIR
NOMOR : o TAHUN2013

TANGGAL : 1V Aprit 2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI LINGKUNGAN PE.MERINTAH
K ABUPATEN TOBA SAMOSIR

N LUAR PROVINSI SUMATERA UTARA BAGI PEJABAT NEGARA,

UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPA
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP D!
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Uang Harian ] Biay
e : PengiNapan
e s Uang Makan Uang Saku T.Laonks;cn Total ?Athc?sF,)t?
1 2 3 | 4 5 . 7 |
[ I [ =
A. PEJABAT NEGARA
1 | NAD 120.000 120.000 120.000] 360.000 4.420.000
51 Rau [ 120000 120 €00 120.000 360.000 3.450.000
3 | KepulauarRiau 125.000 120.000 125.000] 370.000 3.410.000]
% L —— ' 125.000 120.000 125.000 370.000 4.000.000
5 | ‘Sumatera Barat 120.000 120.000 120.000 360.000 4240000
6 | Sumatera Selatan 120.000 120.000 120.000 360.000 4500 000
7 | Lampung i 130.000 120000 130.000 380.000 3.960.000
"8 Bengkulu 1 125.000! 120.000 125.000 370.000 1.300.000
9 Barg ka Belitung 125.000 120.000 125.000 370.000 2.400.000|
10 | Banten 120.00C 120.000 120.000 360.000 3.250.000
14 | Jawa Barat 155.000! 120.000 155.000] 430000 3 250.000
12 | DKI Jakarta 205.000 120.000 205.000 530000 8 720.000
13 |Jaw a Tengah 125.000 120.000 125.000| 370.000 4050.000
14| DI Yogyakarta 150.000 120.000 150.000 420.000 4620000
15 | Jawa Timur 145.000 120.000 145.000 410.000 4.400.000
16 | Eali ' 180.000 120.000 180.000 480.000 4.510 000
17 | Nusa Tenggara 3arat | 160.000 120.000 160.000 440.000 3.056.000
18 | Nusa Tenggara Timur 15C.000 120.000| 150.000 420.000 3.000.000
[ ‘9___»_‘_}S_a_l_i'r_'rla‘n_taqﬁia‘rat 125.000 120.000] 125.000 370.000 2.400.000
20| Kalimantan Tengah |12 0 .0 00 120.000 120.000 3eo.ooo| 3.000.000
21 | Kalimantan Selatan 125.000 120.000 125.000 370.000 4 250 000
22 | Kalimantan Timur 155.000 120.000 155.000 430.000 4.000.000
23 | Sulawesi Utara 125 000 120.000 125,000 370.000 3.200.000
24 | Gorontalo 125.000 120.000 125.000 370.000 1320.000|
25 | Sulawesi Barat 120.000 120.000| 120.000 360.000 1.260 000
26 | Sulawesi Selatan - 155.000 120.000 156.000 430.000 4.820 000
27 | Sulawesi Tengah 125.000 120.000| 125.000 370.000 2.030 000
28 | Sulawesi Tencgara 130.000 120.000| 130.000 380.000| 1.850.000
29 | Maluku 120000 120.000| 120.000 360000 3.000.060
30 | Maluku Utera 125.000 120.000 125.000 370.000 3 110.000
31 | Papua 230.000 120.000 230.000 580.000 2.850 0CC
32 | Papua Barat 180.00C 120.000 160 000 480000 4506.000|
B. PEJABAT ESELON Il
1 NAD 120.000 115.000 120.000] 355.000 1.308.000
2 | Riau_ | 120.000 115.000 120.000 355.000 1075.000
3 Hepulauan Riau 125000 115.000 125.000 365.000 930.000]
4 | Jambi 125.000 115.000 125.000 365.000 1.630.000|
5 | Sumatera Barat 120.000 115.000 120.C00 355.000 1.030.000
6 | Sumatera Selatan 120.000 115.000 120.C00 355.000 1.000.000|
7 | Lampung 130.000 115.000 130.000 375.000 1152.000|
8 | Bengkulu 125.000 115 000 125.000 365.00C| 790.000]
9 |Bangka Belitung 125.000 115.000 125.000 365.000] 1030 200
s Bl e Dem by o
12 | DKI Jakarta 205.000] 115 000 205000 332 858' qo/o{iocv9
13 | Jawa Tengan 125.000 115.000 125.000 365.000 1452 000|
15 | Jowa B - w000 teooo|  tesooo oo 1152000
. | 45.000 405000 1.152.000
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1 | 2 3 4 5 6 ']
16 | Bali 180.000 115.000 180.000 475.000 1.810 000|
17 | Nusa Tenggara Barat 160.000 - 115.000 160.000 435.000 1 082 000
18 | Nusa Tenggara Timur 150.000 115.000 150.000 415.000 1.000 000
19 | Kalimantan Barat 125.000 115.000 125.000 365.000 1.130.000
“20 | Kalimantan Tengah 120.000 115.000 120.000 355.000 1.350.000
“21 | Kalimantan Selatan 125.000 115.000 125.000 365.000 1.420 000,
22 | Kalimantan Timur 155.000 115.000 155.000 425.0C0 1458.000
23 | Sulawesi Utara 125.000 115.000 125.000 365.000 1.415 000|
24| Gorontalo 125.000 115.000 125,000 365.000 1.010.000
25 | Sulawesi Barat 120.000 115.000 120,000 355.000 1.030.000
26 | Sulawesi Selatan 155.000 115.000 155.000 425.000 1_000.000;
"7 | Sulawe si Tengah 125.000 115.000 125.000 365.000 1.040.000/
28 | Sulawesi Tenggara 130.009 115.000 130.000 375.000 1.070.000
29 | Maluku 120.000 115.000 120.000 355.000 1.030 000
730 | Maluku Utara 125.000 415.000 125.000 365.000 1.512.000
31| Papua 230.000 115 000 230.000 575.000] 1260.000
32| Papua Barat 130.000 115.000 180.000 475.000| 1.260.000
|
C. PEJABAT ESELON I[II/PNS GOLONGAN IV
1 | NAD 120.000 110.000] 120.000 350.000 1.080.000
2 | Rigu 120.000 110.000 120000 350.000 720.000
"3 | Kepulauan Riau . 125.000 110.000 125.000 360.000 650 000
4 | Jambi 125.000 110.000 125.000 360.000 589.000
5 | Sumatera Barat 120.000 110.000 120.000, 350.000 800.000
6 | Sur.atera Selatar | 120.000 110.000 120 000 350.000 591,000
7 | Lampung 130.000 110.000 130.000 370.000 770.000
8 | Bengkulu 125.000 110.000 125.000 360.000 580.000
9 | Bangka Beliturg 125.000 110.000 125.000 360.000 600.000|
10 | Banten 120.000 110.000 120, OUO|I 350.000 920.000
11 | Jawa Barat | 155 000 110.000 155.600| 420.000 .30.000
12 | DKl Jakarta - 205.000 110.000 205.000} 520.000 650.000
13 | Jawa Tengah I 125.000 110.000 125.000 360.000 750.000
14 | D.l.Yogyakarta ' 150.000 110.000 150.000| 410.000 670.000|
15 | Jawa Timur 145.000 110.000 145.000 400.000/ 768.0C0
16 | Bali _ 180.00C 110 000 180.000 470.000| 1220000
77 | Nusa Tenggara Barat | 160.000 110.00C 160.000 430.000 550.000
18 | Nusa Tenggara Timur | 150.000 110.000 150.000 410.000 661.000]
19 | Kalimantan Barat 125.000 110.000 125.000 360.000 740 000
20 | Kalima ntan Tengah 120.000 110.000 120.000| 350.000 750 000
| 21 | Kalimantan Selatan 125.000 110.000 125.000| 360.000 770.000
22 | Kalimanten Timur 155.000 110.000 155.000 420.000 750 000
23 1 Sulawesi Utara 125.000 110.000 125.000 360.000 640 000
24 | Gorontelo 125.000 110.000 125.000 360.000 $10.000
25 | Sulawesi Barat 120.000 116.000 120.000 350.000 910 000
26 | Sulawesi Selatan 155.000|. 110.000 155.000 420.000 853.000|
.27 | Sulawesi Tengah 125.000, 110.000 125.000/ 360.000 524.000|
28 | Sulawesi Tenggara 130.000 110.000 130.000 370.000 716.000]
29 | Maluku 120.000 110.00C 120.000 350.000 680.000
30 | Maluku Utara 125.000 110.000 125.000 360.000 600.000/
31 | Papua 230.000 110.000 230.000 570.000 720.000
372“[ Papua Barat 180.000 110.000 180.000) 470.000 900.000
D. PEJABAT ESELON IV/PNS GOLONGAN lit
1 | NAD | 120 000 105.000 120.000 345 000 410 000
/ |Riau i 120.000 105.000 120.000} 345.000 450 0CO
3 | Kepulauan Riau H 125.000 105.000 125.000] 355.000 380 000,
4 | Jambi I 125.000| 105.000 125.000 355.000, 370 00|
5 | SumateraBarat 120.000 105.000 120000 345.000 460 000
 6_|Suma tera Selaan 120.000| 105.000 120.000 345.000 429 GCO|
7 | Lampung 130.000 105.000 130.000 365.000 374 000/
8 " Bengkulu 125.000 105 000 125.000 355 000 570.000|
9 | Bangka Belitung 125.000° 165.000 125.000 355.000 451 000
10 | Banten 120.C00 105.000 120.000 345.000 450 000
11 | Jawa Barat 155.000 105.000 155.000 415.000 460.000
12 | DKI Jakarta | 205.000 105.000 205 000 515 000 610000
13 | Jawa Tengah 125.000 105.000 125.000 355.000 450.000
14 | D.Yogyakarta ; 150.000 105.000 150.000 405.000] 528 000|
15 | Jawa Timur 145.000 105.000 145.000 395.000| 390.000|
16| Bai 180.000 105.000 160.000 465000 904. 000
17 Nusa Tenggara Barat 160.000 105.000 160.000 425000 5400 00
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1 2 | 3 4 5 6 _l 7

18| Nusa Tenggara Timur 150.0001, 105.000 150.000 405.000 470.000

19 | Kalimantan Barat | 125.000 105.000 125.006 355.000 430.000

20 | Kalimantan T engah 120.000 105.000 120.000 345.000 440.000
2+ Kalimantan Selatan 125.000 105.000 125.000 355.000 300.8a0

22 | Kalimantan Timur 155.000 105.000 155.000 415.000 550.000

723 | Sulawesi Utam 125.000 105.000 125.000 355.000 500.000}
24 | Gorontalo 125.000 105.00C 125.000 355.000] 410.000
25 | Sulawesi Barat 120.000 105.000 120.000 345.000] 400.000
26 | Sulawesi Selatan 155.000 105.000 155.000 415.000 495.000
27 | Sulawesi Tengah 125.000 105.000 125.000 355.000 400.000
~3] Sulawesi Tenggara 130.000 105.000 130.000 365.000 450.000
T 49 | Maluku 120.000 105.000 120.000 345.000 412.000
30 | Maluku Utara , 125.000 105.000 125.000 355.000 420.000
31 | Papua N 230.000 105.000 230.000] 565.000 460000
32 | PapuaBarat 180.000 105.000 180.000! 465.000 400.000
32 | PapuaB ? : | .
“E. PNS GOLONGAN Il DAN GOLONGAN |
1 (NAD 120.000| 100.000 120.000 340.000 340.000
2 Rau 120.00c|  100.000 120.000 340.000 380.000]
"3 | Kepulavan Riau | 125000 100.000 125.000 350.000 280.000
4 | Jambi 125.000 100.000 125.000 350.000 290.000
"5 | Sum atera Barat © 7 7120.000( 100.000 120.000 340.000 336.000
6 | Sumatera Selatan | 120.000 100.000 120.000 340.000 280.000
~7 | Lampung 130.000 100.000 130.000 360.000 356.000
"8 |Bengkulu ' 125.000 100.000 125.000 350.000 510.060
"9 | BngkaBeltung 125.000 100.000 125.000 350.000 300.000

10 | Banten 120.000 100.000) 120.000 340.000 375.000

117|  Jawa Barat 155.000 100.000 155.000 410.000 390.000

12 | DKl Jakarta 205.000 100.000 205.000 510.000 400.000

|13 | Jawa Tengan 125.000 100.000 125.000 350.000 350 000
14 | DIYogvak arta 150.000 100.000 150.000 400.000 359.000
15 | Jawa Timur 145.000 100.000 145.000 330.000/ 280.000
16 | Bali 180.000 100.000 180.000 460.000 658.000
17 | Nusa Tenggara Barat 160.000 100.000 160.000 420.000 360.000
18 | Nusa Tenggara Timur| 150.000/  100.000 150.000 400.000 400.000

19 | Kalimanta n Barat _ 125.000 100.000 125.000 350.000 318.000

20 | Kalimantan Tengah 120.000 100.000 120.000 340.000 408.000

21 | Kalimantan Selatan 125.000 100.000 125.000 350.000 379.000

22 | Kalimantan Timur | = 155.000 100.000 155.0.00 410.000 450.000|

23 | Sulawesi Utara _ 125.000 100.000| 125.000 350.000 290.000|

247 Goontalo il B 125.000 100.000 125.000 350.000 240.000
| 25 | Sulawesi Barat ' 120.000 100.000 120.000 340.000 360.000
26 | Subwesi Selatan 155.000 100.000 155.000 410.000 371.000
| 27 | Sulawesi Tengah 125 000 100.000 125.000 350.000 330.000
28 | Sulawesi Tenggara 136.000 100.000 130.C00 360.000 420.000

29 | Maluku 120.000]| 100.000 120.000 340.000/ 280.000/

30 | Maluku Utara 125000 100.000 125.000 350.000 380.000

31| Papua 230.000 100.000 230.000 560.000 380.000

32 | PapuaBarat | 160000 100.000 180.000)| 460,000 370.000|
: l

Catatan:

1. Satuan biaya penginapan merupakan satuar biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai peruntukannya, serta dasar perhitungan biaya
penginapan yang dibayarkan secara lumpsum.

2. Satuan biaya perjalanan dinas untiuk perjalanan dinas yang dilaksanakarn secara rombongan, kepada selurun

peserta dialckasikan biaya penginapan sesual dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

A SAMO

PANDAPOTA IN SIMANJUNTAK
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NOMOR
TANGGAL
TENTANG
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.

¥

(0 TAHUN 2013

NEGARA,

PERATURAN BUPATI TOBA SAIMOSIR

ATAS

| Aprib 2013
PERUBAHAN KEDUA
BAGI PEJABAT
PEGAWAI

KABUPATEN TOBA SAIMOSIR

TIDAK TETAP DI

PEGAWAI

PERATURAN BUPATI
SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS

NEGERI

10BA

SIPIL DAN

LINGKUNGAN PEMERINTAH

UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPiL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

| Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara

galam rupiah

|, Uang Harian Biaya
: - ;
- Lraien Satuan . Uang Makan| Uang Saku Trf:;sort To.al P?X?:;S%an
([ 1 2 | 4 5 6 [ 8
1_|Pejabat Negara Org/Hari 125.000 12€.000 125000 370000 | 4560.00C |
2 |Pejabat Eselon il Org/Hari 125.000 115.000 1 125.000 365000 | 1030000 |*
3 |Pejabat Eselon Ill/ Golongan IV Org/Hari 125.000 110.000 125.000 360.000 650 000 |
4 |Pejabat Eselon IV/ Go longan IIi Org/Hari 125.000 105.000 125.000 355000 470 000
{5 |PNS Golongan Ii dan | Org/Hari 125.600 100.000 125.000 350.000 310.000
Il Antar Kecamatan dalam Kabupaten Toba Samaosir
calar rugiat,
| I |
Pejabat Pejabat Pejabat Pejabat PNS
o liecamatan Satuan | Nogara Esdlon !l || Zseten it || Exclan ot | 'Gebil &1
_ Golongan IV |Golongan Il
1 2 3 4 5 6 7 I 8
1 _|Kecamatan Tampahan ~ Org/Hari 325000 | 300000 275000 250.000 175 000
| 2 |Kecamatan Balige Org/Hari 325.000 300.000 275.000 250.000 ‘ 175 0C0
3 |Kecamatan Laguboti Org/Hari 375.000 350.000 325.000 300.000 | 225000
| 4 |Kecamatan Sigumpar Org/Hari 375000 | 350000 325000 300000 | 225000 |
5 |Kecamatan Siantar Narumonda Org/Hari 375.000 350.000 | 325.000 300.000 | 225000 |
6 |Kecamatan Porsea Org/Heri 375.000 350000 325 000 300.000 225 000 |
~ 7 |Kecamatan Bonatua Lunasi Org/Hari 425 000 400 00G 375.000 350.000 | 275000 |
.18 ﬁggama_ta_n_}?_a_rm_éksian Ora/Hari 425.000 400 000 375000 350000 |  275.000 |
"9 |Kecamatan Silaen Org/Hari 425.000 400 000 375.000 350.000 | 275.000 |
10 |Kecamatan Uluan Org/Hari 425 000 400 000 375 000 350.000 275 00C
11 |Kecamatan Lumban Julu © Grg/Hari 475.000 450 000 425000 | 400000 | 325000 |
12_|Kecamatan Ajibata _ Org/Hari 475.000 450.000 425.000 400000 | 325000 |
13 |Kecamatan Pintu Pohan Meranti Org/Hari 525,000 500 000 475.006 450.600 ‘ 375 000
14 |Kecamatan Habinsaran Org/Hari 525000 { 500 000 475 000 450000 | 375000
15 [Kecamatan Borbor Org/Hari 525.000 500 000 475000 450.000 [ 375 000 |
15 _|Kecamatan Nassau ___| Org/Hari 525 000 500.000 | 475.000 450.000 | 375000 |
Il Dalam Kecamatan Kabupaten Toba Samosir
dalam ruptah
No Uraian Satuan Lumpsum
7l 2 3 4 l
_1_|Pejabat Eselon Hl/ Golongan 1V Org/Heari 100.000 |
2 |Pejabat Eselon IV/ Golorgan il Org/Hari $0.320 |
| 3 IPNS Golongan Il dar | Org/Hari | 80.000 |

Catatan

1. Satuan bic ya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengaiokasian biaya penginapan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggeran (DPA) sesuai peruntukannya, serta dasar perhitungan bdiaya penginapan yang dibayarkan secara

fumpsum.

2 Slatuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang diaksanakan secara rombengan. kepada seluruh peserta
dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.

BUPATI TOBA SAMOSIR,

PANDAP

ASMIN SIMANJUNTAK
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LAMPIRAN Il

NOMOR
TANGGAL:

TENTANG :

: PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

10 TAHUN 2013
( pprit 2013

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGE PEJAIZAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEIMERINTAH KABUPATEN TOBA SAIMOSIR

MODA TRANSPORTASI BAG! PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MODA TRANSPORTASI

NO PROVINSI Pi%r;vgﬁ'r [ e Kgggé&r;u
i PEJABAT NEGARA BISNIS KELAS | B EKSEKUTIF
2 ESELON i EKONOMI KELAS 1B EKSEKUTIF
3 ESELON iy GOL. WV EKONOML KELAS II A l EKSEKUTIF
4 ESELON v/ GOL. tii EKONOMI KELAS Il A EKSEKUTIF
S GOLONGAN 1l DAN | EKONOM:! KELAS Il A ] EKSEKUTIF

BUPATI TOBA SAMOSIR,

PANDAPCTAN KA IMANJUNTAK



